BUPATI KAPUAS

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR |{ TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI LAMUNTI

Menimbang

Mengingat

PADA DINAS TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah maka Peraturan Bupati Kapuas
Nomor 36 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembangunan dan
Pengembangan Kota Terpadu Mandiri Lamunti pada Dinas
Transmigrasi Kabupaten Kapuas, tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga
harus dicabut;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf alwggrluﬂmenetaglfgp’ Peraturan Bupati tentang
Pencabutan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 36 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah Pembangunan dan Pengembangan _ Kota
T.g_l_:padu Manchrl Lamunti pada Dinas Transmlgra31

Kabupaten Kapuas; Sl

T s it .

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan

Negara (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355),

i




Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar
negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor
33);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
'BUPATI KAPUAS NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KOTA
TERPADU MANDIRI LAMUNTI PADA DINAS TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS.
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Pasal 1

Peraturan Bupati Kapuas Nomor 36 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri Lamunti
pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas (Berita Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun 2015 Nomor 465), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
padatanggal & Mes 2019

BUPATI KAPUAS, '

o

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal @ (e 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,
ARSI T
RIANOVA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2019 NOMOR {4
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